
 

 

 

 

 
 

BUPATI LUMAJANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI LUMAJANG 

NOMOR 88 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LUMAJANG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang 

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab; 

  

b. bahwa pembayaran belanja daerah secara tunai berpotensi 

menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi 

korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran pengeluaran 

daerah yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan 

korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi; 

 

c. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang 

Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dan Pasal 203 Peraturan Daerah Kabupaten 

Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran Non Tunai; 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);  
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Nomor 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5952); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5679); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 

16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 
90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON 

TUNAI  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.  

3. Bupati adalah Bupati Lumajang. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Lumajang. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah 

yang melakukan Urusan Pemerintahan Daerah. 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

SKPD yang dipimpinnya. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Lumajang. 
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9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih 

dalamperiode tahun anggaran berkenaan. 

10. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang 

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk 

keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 

pada SKPD. 

11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil 

yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk 

keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 

pada unit kerja SKPD. 

12. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa 

berdasarkan kontrak.  

13. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang 

dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara 

Pengeluaran Pembantu dengan menggunakan Alat Pembayaran 

Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik 

atau sejenisnya. 

14. Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan 

pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah. 

15. Rekening Bendahara Pengeluaran adalah rekening yang 

digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan 

sebagai belanja-belanja SKPD, seperti uang persediaan dan 

tambahan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara 

pengeluaran SKPD. 

16. Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah rekening 

yang digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan 

sebagai belanja Unit kerja SKPD, seperti uang persediaan dan 

tambahan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara 

Pengeluaran Pembantu. 

 

BAB II  

AZAZ DAN TUJUAN  

 

Pasal 2 

 

(1) Sistem Pembayaran Non Tunai dilaksanakan berdasarkan   

asas : 

a. efisien; 

b. efektif; 

c. transparan;  

d. aman; dan 

e. manfaat. 

 

(2) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu 

Pembayaran Non Tunai dijalankan dengan baik tanpa 

menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. 

 

(3) Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu 

pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan 

dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil. 
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(4) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-

luasnya tentang pengelolaan keuangan daerah. 

 

(5) Asas aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu 

sistem Pembayaran Non Tunai pada pelaksanaan APBD 

memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang 

berkepentingan. 

 

(6) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 

yaitu pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada APBD 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan 

Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam 

penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja APBD. 

 

Pasal 3 

 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk 

mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah secara tepat, cepat, 

aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah 

terjadinya tindak pidana korupsi. 

 

BAB III  

KETENTUAN PEMBAYARAN NON TUNAI 

PADA BELANJA DAERAH 

 

Pasal 4 

 

(1) Setiap Belanja Daerah yang bersumber dari APBD menggunakan 

sistem Pembayaran Non Tunai. 

 

(2)  Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. belanja operasi terdiri dari : 

1) belanja pegawai; 

2) belanja barang dan jasa; 

3) belanja bunga; 

4) belanja subsidi; 

5) belanja hibah; dan 

6) belanja bantuan sosial. 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer. 

 

Pasal 5 

 

Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

dapat dikecualikan untuk jenis pembayaran Belanja Daerah 

sebagai berikut : 

a. belanja perjalanan dinas kecuali tiket dan/atau akomodasi 

yang bisa dilakukan dengan transaksi Non Tunai; 

b. belanja bahan bakar dalam rangka pelaksanaan perjalanan 

dinas; 
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c. belanja uang saku peserta dalam rangka seminar, 

workshop/sosialisasi dan sejenisnya; 

d. belanja upah harian ; 

e. belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan;  

f. belanja pengadaan barang/jasa untuk keperluan 

penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana alam; 

g. belanja pemeliharaan kendaraan dinas yang mengalami 

kerusakan saat digunakan dalam perjalanan dinas; dan 

h. pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dalam rangka 

pengadaan barang/jasa dengan nominal paling tinggi sebesar 

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

 

BAB IV 

MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI 

 

Pasal 6 

 

(1)  Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke 

rekening penerima.  

 

(2)  Dalam melaksanakan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu menggunakan Surat Perintah Pemindahbukuan 

untuk setiap pembayaran. 

 

(3) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa dokumen pemindahbukuan yang disediakan oleh Bank 

sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan Daerah. 

  

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 7 

 

(1) Pembinaan atas pelaksanaan sistem Pembayaran Non Tunai 

dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola 

keuangan Daerah dan dapat dilimpahkan pada PPKD selaku 

Bendahara Umum Daerah. 

 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui kegiatan : 

a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung 

penerapan sistem Pembayaran Non Tunai; 

b. fasilitasi penerapan sistem Pembayaran Non Tunai; dan 

c. penyusunan perjanjian kerjasama dengan Bank. 
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Pasal 8 

 

(1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan sistem Pembayaran 

Non Tunai dilakukan oleh Aparatur Pengawas Intemal 

Pemerintah Daerah. 

 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara integrasi dalam kegiatan pengawasan. 

 

BAB VI  

PENUTUP  

 

Pasal 9 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Rembang. 

 

Ditetapkan di Lumajang  

pada tanggal 30 Desember 2022 

 

BUPATI LUMAJANG, 

 

ttd. 

 

H. THORIQUL HAQ, M.ML. 

 

Diundangkan di Lumajang  

pada tanggal 30 Desember 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN LUMAJANG, 

 

ttd. 

 

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  

NIP. 19690507 198903 1 004 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 88 

 

PARAF KOORDINASI 

Jabatan Paraf Tanggal 

Sekretaris Daerah 
  

Asisten   

Ka. BPKD    

Kabag. Hukum 
  

 


